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[bookmark: _Hlk131506705]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
 
1.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu merupakan Penelitian - penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis-penulis lain yang substansinya sama atau mirip dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi penulis:
1. Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Diah Rachma Aprianty, Ilmu Pemerintahan UNMUL, 2016)
Penerapan Kebijakan E-Government dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda merupakan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan suatu peraturan dalam hal pemberian suatu pelayanan publik melalui penggunaan media teknologi informasi secara elektronis, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap warganegara, disamping itu juga mendukung terwujudnya misi Kecamatan Sambutan yakni Terwujudnya pelayanan prima serta membangun partisipasi masyarakat yang mandiri. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang yang dihadapi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan indikator pengembangan e-government yaitu, Support, Capacity, dan Value. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatiif, dengan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah  Kabupaten Majalengka (Wanti yunia, Administrasi Negara UGJ, 2020)








6
Penelitian ini diangkat sebagai suatu pokok pembahasan karena tahapan e-government tersebut masih dalam tahap awal. Banyak keterbatasan yang dimiliki terutama dalam implementasi kartu tanda pencari kerja online, karena dalam penerapannya masih menggunakan aplikasi yang belum mendukung yang mana masih menggunakan aplikasi dari Kementrian Ketenagakerjaan, kanal aksesnya kurang ditingkatkan kembali serta segi permodalan proyek e-government kurang mendukung sehingga penerapannya masih banyak kendala. Penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Penerapan implementasi e-government melalui kartu tanda pencari kerja online akan membantu masyarakat dalam proses pembuatan kartu tanda pencari kerja online secara efektif dan efesien tanpa memakan waktu dan biaya.
3. Upaya Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Sosial Kota Banda Aceh) (Fauzal Z, Dr. Effendi H, M. A, Nofriadi, S.IP., M.IP, Ilmu Pemerintahan USK, 2022)
Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyediakan website Dinas Sosial, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang merupakan bagian dari e-govenrment guna mewujudkan good governance dan clean goverment di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Namun Kinerja dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum transparan dalam hal mewujudkan e-government. Masyarakat juga masih belum memahami tentang fungsi dari e-government sehingga masyarakat masih melakukan kunjungan langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi. Tujuan Penulisan ini adalah mengetahui penerapan e-government di Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan e-government di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Jenis penulisan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah teori good governance, pelayanan publik dan prinsip e-government. Hasil penulisan ini menujukan bahwa penerapan e-government di Dinas Sosial Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa hal yaitu: 1) Penerapan Pelayanan Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Website yang sudah ada di Dinas Sosial Banda Aceh tapi belum terlalu maksimal dalam penggunaanya, 2) E-Goverment sebagai Wadah Informasi Pelayanan Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh supaya masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.
4. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government di Kabupaten Muna (Hamrun, Ahmad H, Andi LP, Nur K. Ilmu Pemerintahan, 2019)
Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, 
5. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta (Haura Atthahara, Fisip Unsika, 2018)
Era digitalisasi yang sedang berkembembang pesat dalam bidang Tekonologi, Informasi dan Komunikasi di dunia saat ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet atau e- government di tingkat pusat hingga tingkat pemerintahan daerah. Aplikasi Ogan lopian merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta yang sejatinya menginginkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat setempat di bidang kesehatan, keamanan, laporan pengaduan masyarakat hingga pencarian lowongan pekerjaan. Tulisan ini akan menganalisis bagaiaman kualitas pelayanan publik lewat aplikasi Ogan Lopian dan sejauhmana aplikasi tersebut sudah memiliki elemen-elemen penting dalam penerapan e-goverment di Pemda Purwakarta. Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif dengan jenis penulisan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu analisis penerapan aplikasi Ogan Lopion dengan tiga elemen yang diharus dimiliki dalam penerapan e-government yaitu support, capacity, dan value.




Tabel 2.1
Penulisan Terdahulu

	No
	Judul Penulisan
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, 
(Diah Rachma Aprianty,
Ilmu Pemerintahan Unmul, 2016)
	1. Metode yang digunakan deskriptif dengan jenis kualitatif
2. Pelaksanaan e-government berbasis situs web yang belum optimal.
	1. Lokasi penulisan di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
2. Teori e-government dari Indarjit (2004:15)

 

	2
	Implementasi E-Government Melalui Kartu Tanda Pencari Kerja Online di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka (Wanti yunia, Administrasi Negara UGJ, 2020)

	1. Metode yang digunakan deskriptif dengan jenis kualitatif
2. Teori e-government dari Indarjit (2005)

	1. Lokasi penulisan di Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
2. Penerapan e-governement  melalui kartu tanda pencari kerja yang belum optimal


	3
	Upaya Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelaynan Publik di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Sosial Kota Banda Aceh) (Fauzal Z, Dr. Effendi H, M.A, Nofriadi, S.IP., M.IP, Ilmu Pemerintahan USK, 2022)
	1. Metode yang digunakan deskriptif dengan jenis kualitatif
2. Penerapan e-government berbasis website yang belum optimal.
	1. Lokasi penulisan di Kota Banda Aceh.
2. Teori e-government Rachma Aprianty (2016, 4 (4): 1589:1602)



	[bookmark: _Hlk131609481]4
	Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik Kecamatan Kota Agung (Studi Kasus : E-Government Kabupaten Lahat) (Iski M, Darius A, M. Akbar, Magister Teknik Informatika, Univ Bina Darma, 2019)

	1. Metode yang digunakan deskriptif Jenis penulisan kualitatif
2. Penerapan e-government melalui portal website yang belum optimal

	3. Lokasi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

	5
	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta (Haura Atthahara, Fisip Unsika, 2018)

	1. Metode yang digunakan deskriptif dengan jenis kualitatif
2. Aplikasi Ogan Lopian yang belum optiamal
	1. Lokasi penulisan di Kabupaten Purwakarta 
2. Teori e-government dari Indrajit (2004:15)



	
	Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan ialah dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu: 
1. penelitian dengan peneliti terdahulu secara empiris berbeda locus atau lokasi penulisan, dimana penulis melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Karyamulya Kota Cirebon.
2. Penelitian terdahulu mengenai penerapan e-government sudah banyak dilakukan. Tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum menemukan penerapan e-government dengan menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) pada Kantor Kelurahan Karyamulya dengan menggunakan teori Richardus eko Indrajit (2016:13).
	Dapat disimpulkan dari uraian diatas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan penelitian - penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.
1.2 Tinjauan Pustaka
1.2.1 Teknologi Digital dan Sistem Informasi Manajemen
Teknologi merupakan hasil dari rekayasa perangkat keras (Hardware) dan   perangkat lunak (Software) yang membantu pekerjaan pengguna saat ini dari lama menjadi cepat, dari susah menjadi mudah. Menurut ITAA (Information Technology Association of America) teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, manajemen sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya aplikasi software dan hardware. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan dikirimkan, seperti; gambar menjadi semakin jelas karena kualitas yang lebih baik, kapasitas menjadi lebih efisien dan proses pengiriman yang semakin cepat. Tranformasi digital dilakukan untuk menangani sebuah pekerjaan agar lebih efesien dan efektif. 
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: 
1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. 
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah diseluruh wilayah negara. 
Fungsi Teknologi Informasi
Fungsi ari teknologi informasi menurut Sutarman pada jurnal penulisan yang dilakukan oleh Yohanes, Netty H, dan Lina S adalah sebagai berikut:
1. Menangkap (capture)
Menerima input dari hardware. Fungsi ini akan menghasilkan sebuah data, data tersebut sebagai bahan untuk membuat informasi. Sehingga setelah menghasilakn data, selanjutnya akan diolah dan diproses.
2. Mengolah (processing)
Aktivitas dari fungsi ini adalah mengolah dan memproses data masukan yang menjadi suatu informasi. Pengolahan dapat berupa pengubahan data kebentuk lain, perhitungan, penggabungan segala bentuk data dan informasi.
3. Mengahsilkan (generatering)
Setelah data diolah akan menghasilkan informasi, yang akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan.
4. Menyimpan  
Merekam informasi dan data kedalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya.
5. Mencari kembali
Mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan.
6. Sebagai Transmisi
Dapat mengirimkan data dan infromasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan komputer melalui jaringan penghubung.
Perkembangan teknologi di era digital saat ini begitu pesat sehingga segala macam aktivitas manusia telah sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Digitalisasi telah merambah ke segala sektor kehidupan manusia modern ini (S Wulandari, dkk 2021:40). Kegunaanya teknologi dapat membantu menyelsaikan permasalahan yang ada, hampir seluruh perusahaan kecil memanfaatkan teknologi informasi untuk aktivitasnya khususnya di Bidang Pemerintahan diantaranya adalah membantu dalam proses surat menyurat, mengolah data administrasi serta pelayanan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan layanan informasi tepat guna bagi para stakeholders. 
[bookmark: _Hlk131024155]Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berbagai layanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dengan internet/jaringan contohnya seperti absensi online, persuratan yang semua layanan terpublish pada web induk pemerintah daerah dan lain sebagainya. 
Secara umum, SIM publik terutama memiliki dua pola yaitu: 
1. Sistem pendukung keputusan (decision support system).
2. Sistem manajemen database untuk layanan umum, program-program sistem informasi dalam lingkup pemerintahanan, yaitu: 
1. Pelayanan KTP Online 
2. E-Government 
3. Website Pemerintah Daerah 
4. Absensi Sidik Jari 
5. Papan Informasi Elektrik.
1.2.2 Electronic Government (E-Government)
Technology Revolusy merupakan fenomena perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Terdapat perubahan pada ekonomi dan social yang disebabkkan oleh inovasi teknologi informasi sebagai evolusi. Penyebaran informasi dilakukan karena memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan pengaruh di lingkungan pemerintah. 
Teknologi berbasis web merupakan salah satu pemecah masalah dalam aspek pemerintahan. Sehingga memungkinkan komunikasi informasi dapat dikembangkan. Pada dasarnya e-government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik. E-government dibangun sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan, hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik (Habibullah, Achmad, 2010:187). Zweers and Planque (dalam Indrajit, 2004) memberikan definisi: “E-Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”.
Hartono (2010) E-government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (Information, Communication and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta staffnya. Dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government.
Manfaat Implementasi E-Government 
Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011: 70), yakni: 
a. E-Government meningkatkan efisiensi; Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dalam hal pemrosesan tugas dan operasi adminitrasi publik dalam jumlah besar. Aplikasi berbasis internet bisa menyimpan koleksi dan transmisi data, provisi informasi dan komunikasi dengan customer. Efisiensi di masa datang yang lebih signifikan mungkin dilakukan melalui pembagian data yang lebih besar dengan dan antar pemerintahan. 
b. E-Government meningkatkan pelayanan; Internet bisa membantu untuk mencapai tujuan ini dengan memudahkan pemerintah untuk muncul sebagai organisasi yang bersatu dan menyediakan pelayanan online. Pelayanan e-government harus dibangun dalam kaitan dengan permintaan dan nilai untuk user, sebagai bagian dari strategi pelayanan yang melibatkan banyak saluran. 
c. E-Government membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu. Internet bisa membantu pemangku kepentingan (stakeholder) membagi informasi dan ide dan maka itu berkontribusi terhadap keluaran kebijakan tertentu. Sebagai contoh, informasi online bisa menyebarluaskan penggunaan sebuah program pendidikan atau pelatihan, pembagian informasi dalam sektor kesehatan bisa meningkatkan penggunaan sumber daya dan perhatian terhadap pasien dan pembagian informasi antara pemerintahan pusat dan sub-nasional bisa memfasilitasi kebijakan lingkungan. 
d. E-Government bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi; E-Government membantu mengurangi korupsi, menambah keterbukaan dan kepercayaan dalam pemerintahan dan berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi. 
e. E-Government menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi; Teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung reformasi dalam banyak area, sebagai contoh dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi pembagian informasi dan meng-highlight ketidak konsistenan internal. 
Strategi Pengembangangan E-government
Pencapaian strategis e-government perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yaitu:
1) Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2) Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic.
3) Memanfaatkan teknologi serta dunia usahan mengemban industry tekekomunikasi dan teknologi informasi.
4) Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry telekomunikaksi dan teknologi informasi.
5) Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkannya e-literacy masyarakat.
6) Melaksanakan pengembangan ecara sistematk melalui tahapan-tahapan yang realists dan terukur. (Yahya:2015)


Ada 4 tipe Relasi E-Government yaitu (Indrajit : 2002) : 
1. Government To Citizens (Pemerintah ke Masyarakat) Dalam G-to-C ini aplikasi e-government yang paling umum yakni dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. 
2. Government To Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha) Dalam model G-to-B ini merupakan tipe yang mendekatkan antara pemerintah dengan pelaku usaha. 
3. Government To Governments (Pemerintah ke Pemerintah) Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal- hal yang berbau diplomasi, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan. 
4. Government To Employees (Pemerintah ke Aparat/Pegawai) Aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.


Indikator Pengembangan E-Government
Menurut Richardus Eko Indrajit (2016:13) paling tidak ada 6 (enam) 
komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan E-Government, yaitu:
1. Content Development 
Menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan
standar teknis, penggunaan Bahasa, pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya.
2. Competency Building
Menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan.
3. Connecitivity
Menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi dimana E-Government diterapkan.
4. Cybers Laws
Menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas E-Government.
5. Citizen Interfaces
Menyangkut pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan berbagai kanal akses (multi acces channels) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholders E-Government dimana saja dan kapa mereka inginkan.
6. Capital
Menyangkut pola permodalan proyek E-Government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (revenue model) yang mungkin untuk diterapkan dipemerintahan.
Penggunaan teknologi dalam bidang pemerintahan digunakan untuk menghubungkan dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lainya. Hal ini merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi, yang tentunya akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Tentunya manfaat yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efesiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
E-Government bisa membantu kepercayaan antara pemerintah dan warganegara. Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganegara adalah hal mendasar untuk pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dan komunikasi membantu membangun kepercayaan dengan memudahkan pelibatan warga negara dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel dan membantu mencegah korupsi. 
1.2.3 Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur)
Smart  City atau Kota Cerdas adalah wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola seahari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan waraga. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanyan, mengurangi biaya dan pemakaina konsumsi, serta tuntuk terlibat aktif dan efektif dengan warganya. 
Guna mewujudkan visi gerakan Cirebon Smart City yaitu terwujudnya Cirebon kota cerdas yang kreatif, inovatif, sinergis dan berdaya saing pada tahun 2028. Tahun 2017 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mencipatkan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan administrasi baik secara pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur), Aplikasi ini membantu perekaman data penduduk tingkat Kelurahan ke dalam database sehingga mempermudah dalam pengolahan data penduduk. 
Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (sedulur) mempercepat dan mempermudah pengolahan data penduduk, aman dalam penyimpanan data dan mudah dalam pelaporan. Saat ini Aplikasi Sedulur melayani dua belas jenis surat keterangan yang umumnya dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain: (1) Surat Keterangan Kelahiran; (2) Surat Keterangan Beda Nama ; (3) Surat Keterangan Pindah; (4) Surat Keterangan Kehilangan; (5) Surat Keterangan Domisili; (6) Surat Keterangan Domisili Usaha; (7) Surat Keterangan Tidak Mampu; (8) Surat Keterangan Kematian; (9) Surat Keterangan Belum Menikah; (10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian; (11) Surat Keterangan Usaha; dan (12) Surat Keterangan Lain-Lain.
1.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerapan penggunaan teknologi perencanaan atau kegiatan akan dapat selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. 
Kelurahan Karyamulya merupakan salah satu pengguna dari pelaksanaan e-governmenet di Kota Cirebon yaitu Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) pada sekitar tahun 2019. Aplikasi Sedulur merupakan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Melalui pelatihan para pegawai bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, pengembangan pegawai dalam menangani pelayanan umum berbasis teknologi digital teratasi. Beberapa pendukung Aplikasi Sedulur diantaranya komputer, printer dan data/jaringan. Dalam Pelaksanaanya penulis menemukan beberapa permasalahan dalam penggunaan aplikasi sedulur sehingga dinilai belum optimalnya penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) di Kantor Kelurahan Karyamulya. 
Penerapan Aplikasi Sedulur yang belum optimal perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan penerapan yang optimal. Menurut Richardus Eko Indrajit (2016:13) paling tidak ada 6 (enam) komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan E-Government, yaitu:
1. Content Development 
Menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan Bahasa, pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya.
2. Competency Building
Menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan.
3. Connecitivity 
Menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi dimana E-Government diterapkan.
4. Cybers Laws 
Menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas E-Government.

5. Citizen Interfaces 
Menyangkut pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan berbagai kanal akses (multi acces channels) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholders E-Government dimana saja dan kapa mereka inginkan.
6. Capital 
Menyangkut pola permodalan proyek E-Government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (revenue model) yang mungkin untuk diterapkan dipemerintahan.
Sehingga penerapan Apliksi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) yang sudah optimal akan menghasilkan Kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur). Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran Analisis Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) di Kantor Karyamulya Kota Cirebon:
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Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur)
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Upaya mengatasi penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur)
(OUTCOME)
Kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur).
(OUTPUT -)
Penerapan Apliksi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) Belum Optimal

(OUTPUT+)

Penerapan Apliksi Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan (Sedulur) Optimal
(PROSES)
1. Content Development 
2. Competency Building 
3. Connecitivity 
4. Cybers Laws
5. Citizen Interfaces 
6. Capital

Richardus Eko Indrajit (2016:13)
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